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Abstrak
Artikel ini berjudul “Tanggungjawab Ekonomi Keluarga di Masa Tatanan Baru Menurut Perspektif Islam”. Permasalahn utama adalah bagaimana membangun keseimbangan hak dan kewajiban suami  istri memenuhi ekonomi keluarga. Pembahasan ini bertujuan untuk memberi gambaran secara menyeluruh tentang justifikasi kewenangan hak-hak domestik dan publik suami istri dalam keluarga, serta bagaimana mensikapi poblematika ekonomi keluarga dalam tatanan hidup baru dimasa pandemic Covid-19 saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-ekploratif, sumber data diperoleh melalui sebaran angket dan telaah dokumentasi yang berkenaan dengan tanggung jawab yang diemban oleh suami-istri. Penelurusan awal dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam legalitas formal hukum positif. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui penafsiran data terkait dan pandangan fuqaha` atau para pakar dari berbagi sumber kepustakaan. Paparan hasil menunjukkan bahwa hak perempuan sama dengan hak laki-laki. Setiap kali isteri diberi beban tanggungjawab, maka suami juga dikenakan beban yang sebanding dengannya. Konsep fitrah  menunjukkan adanya justifikasi normatif antara suami istri yang menyatakan bahwa tanggungjawab domestik berkaitan  erat dengan hak dan kewajiban bersama yang berimbang baik dalam keluarga maupun dalam pergaulan di masyarakat, serta mempunyai hak yang sama dalam melakukan perbuatan hukum. Penguatan ekonomi dengan mengikuti tatanan baru kehidupan dimasa pandemic  dapat  terwujud jika adanya kerjasama melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang berimbang  sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Perbedaan kewenangan domestik antara suami  istri dimasa pandemic memperkuat tatanan baru sistem kehidupan untuk membentuk keluarga harmonis. 
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           Kehidupan Baru, Perspektif Islam.
Abstract
This article is entitled "Economic Responsibility of the Family in the New Normal era in Islam". The main problem is how to develop responsibilty  of  husband and wife to fulfill the family economy. This discussion aims to provide a comprehensive values of the justification for the authority of the domestic and public rights of  husband and wife in the family, as well as how to respond to the economic problems of the family in the new life order during the current Covid-19 pandemic. This research is a qualitative-exploratory research, the source of the data is obtained through the distribution of questionnaires and review of documentation regarding the responsibilities assumed by husband and wife. The initial investigation is carried out by taking into account the provisions stipulated in the formal legality of positive law. Data analysis was carried out descriptively through the interpretation of related data and the views of jurists from various sources of literature. The results show that women's rights are the same as men's rights. Every time the wife is given a responsibility, the husband is also subject to a burden that is proportional to him. The concept of fitrah shows that there is closely related to equal mutual rights and obligations both in the family and in society, and has the same rights in carrying out legal actions. Economic strengthening by following the new order of life during a pandemic can be realized if there is cooperation through a balanced division of duties and responsibilities according to their nature. Differences of domestic authority during the pandemic have strengthened the new system of life to perform a harmonious family.
Keywords:  Domestic Responsibility, Family Economic Development, New 


        Normal, Islamic Perspective.

Pendahuluan
Dalam kehidupan seorang manusia tidaklah hidup sendiri dan tentunya ia memiliki keluarga meskipun tidak utuh. Seperti yang kita ketahui keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat dimana seseorang tumbuh dan mendapatkan pendidikan dari orangtuanya agar bisa menjalankan kehidupannya bermasyarakat. Sebuah keluarga terdiri dari suami, istri, anak dan anggota keluarga lainnya yang masih terikat hubungan darah (nasab) serta hubungan pernikahan. Islam sendiri memiliki kriteria tertentu untuk membangun dan menjalankan fungsi suatu keluarga. 
Islam tidak membedakan antara laki-laki dan wanita, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai makhluk sosial. Mereka diciptakan oleh Allah SWT  dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling berinteraksi (hablumminannas). Hanya saja yang membedakan diantara mereka adalah tingkat ketaqwaan mereka kepada Tuhannya (hablumminallah). Hal ini jelas dinyatakan dalam al-Qur`an surat al-Hujarat (49), ayat 13 yang artinya (Kementerian Agama, 2007): 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal . Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah SWT ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
Kondisi hari ini memperlihatkan bahwa banyak aktivitas kehidupan dapat dilaksanakan secara bersama-sama bahkan hampir tidak ada lagi dominasi jender, kecuali hak-hak dasar yang bersifat kodrat (fitrah) yang tidak  dapat dialih- fungsikan. Seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan hidup melalui ekonomi produktif, keterlibatan dalam dunia politik, dunia medis, aktivitas sosial kemasyarakatan dan sejumlah sektor publik lainnya(Banjarani & Andreas, 2019).

Peranan penting suami-istri dalam rumah tangga dalam hal-hal tertentu mulai mengalami perobahan yang signifikan. Dahulu istri hanya membantu suami dalam mencari nafkah, tapi sekarang walaupun suami mampu mencukupi biaya rumah tangga tetap saja istri bekerja dengan alasan untuk mengisi kekosongan waktu. Wanita dituntut berdikari dan mandiri dalam hidupnya, di negara maju banyak bermunculan wanita-wanita karier, profesionalisme dalam menekuni aktivitasnya di sektor publik (Khuseini, 2017). 

Berdasarkan kenyataan ini, satu sisi kaum wanita patut berbangga karena  mampu keluar dari kungkungan tradisi dan mitos yang mengatakan bahwa dunia wanita hanya terkait dengan urusan internal rumah-tangga (domestik) semata. Di sisi lain dampak modernisasi telah menimbulkan konflik internal keluarga  dalam bersikap dan harus rela berkorban bersama-sama mengemban urusan publik dan domestik atau dapat  mensinerjikan antara dua kepentingan tersebut untuk kesejahteraan keluarga (Akhmetova, 2016).  
Dalam kondisi kehidupan normal dan mapan, suami selaku kepala keluarga  bertanggungjawab atas kesejahteraan keluarganya memang tidak banyak menimbulkan permasalahan dalam rumah-tangga. Namun jika sebaliknya yang terjadi ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga menuntut istri untuk bersama-sama bekerja dan merasa pekerjaan itu adalah tanggungjawabnya demi untuk memenuhi nafkah rumah tangga. Jika kondisi tersebut tidak dipahami secara bijak, maka mulailah timbul gejolak yang tidak sehat. 
Demikian juga halnya dengan kondisi wabah pandemic Covid-19 yang sedang melanda dunia telah menimbulkan banyak efek samping terhadap ketahanan perekonomian keluarga. Terhitung sejak akhir 2019 hingga saat ini akhir 2020 banyak terjadi pembatasan akses (distancing) dalam bekerja yang mempengaruhi pendapatan keluarga.  Tentu saja dengan pemberlakuan sistem tatanan hidup gaya baru (new normal) kewenangan suami-istri dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga juga dituntut untuk lebih koperatif dan fleksibel (Sina, 2020).
Masalah utama yang ingin dianalisis secara komprehensif adalah “batasan kewenangan suami-istri terhadap urusan keuangan dan kesejahteraan keluarga dalam Islam”, khususnya membangun tanggungjawab bersama (justifikasi kewenangan) antara suami dan istri dalam upaya membentuk keluarga sejahtera.  Bagaimana memahami isu kekinian  yang terkait langsung dengan pandemic Covid-19 yang berdampak terhadap pertumbuhan negatif ekonomi keluarga juga menjadi inti permasalahan yang harus dirumuskan penyelesaiannya dalam artikel ini. 
Pembahasan ini bertujuan untuk memberi gambaran secara menyeluruh tentang batasan tanggungjawab (justifikasi hak dan kewajiban) antara suami-istri dalam membangun keluarga sejahtera, terutama dalam mengemban tanggungjawab keluarga, baik yang terkait dengan urusan dalam rumah  (urusan private/domestik) maupun urusan luar rumah  yang menyangkut sosial-politik kepentingan masyarakat luas (urusan publik).

Untuk mengarahkan lingkup permasalahan di atas, maka perlu dijelaskan istilah-istilah penting dalam menganalisa pembahasan selanjutnya, yaitu (KBBI Online, 2020):

1. Tanggungjawab Domestik merupakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang diperankan oleh masing-masing suami dan/atau istri yang harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan syari`at dan kesepakatan yang dibuat bersama. 

2. Justifikasi Kewenangan merupakan pembagian tugas yang berimbang antara suami dan istri di berbagai sektor (domestik dan atau  publik) dengan berpegang pada asas kemaslahatan keluarga.

3. Ekonomi Keluarga merupakan pendapatan keluarga yang didistribusikan untuk kesejahteraan anggota keluarga sebagai konsekwensi dari institusi pernikahan.
4. New Normal, atau normal baru adalah perubahan pola hidup yang harus dilakukan masyarakat dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan Covid-19. 
Hipotesis menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan ini merupakan otoritas domestik yang dikendalikan oleh suami-istri sebagai penguasa dalam keluarga. Situasi pandemi Covid-19 yang melanda dunia  saat ini telah mempengaruhi tatanan kehidupan normal masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, pembagian tugas yang berimbang dengan menganut asas koperatif dan sinergi berdasarkan kapasitas masing-masing  dalam situasi new normal akan berdampak positif  memperkuat ekonomi dan meningkatkan harmonisasi keluarga. 

Metode Pembahasan

Pembahasan artikel ini didasarkan pada metode penelitian kualitatif dengan menjadikan phenomena kegiatan ekonomi dimasa pandemic Covid-19 sebagai sumber data primer dan telaah perpustakaan (library research) sebagai sumber data sekunder (Sugiyono, 2016). Selanjutnya paparan hasil akan  menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan informasi pertumbuhan ekonomi keluarga dimasa pandemic Covid-19, kajian literatur dan menelaah sejumlah  dokumentasi yang terkait dengan masalah di atas(Rijali, 2019). 

Mengingat kajian ini merupakan penelitian explorasi terhadap masalah yang berkembang saat ini dan mengkriti secara argtumentatif terhadap isu-isu kesetaraan jender, sudah tentu penelurusan awal tentang hak-hak domestik dan publik yang diperankan oleh suami-istri. Penulisan artikel ini bermaksud  menelaah kembali ketentuan yang telah diatur dalam hukum keluarga,  fiqih munakahat, UUP No. 1/ 1974, Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Pengadilan/Mahkamah,   pendapat para pakar dan informasi resmi dari berbagai jurnal ilmiah tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan perekonomian dan tingkat kesejahteran keluarga. 
Data dikumpulkan melalui telaah kepustakaan, dokumentasi, membaca dan memahami pandangan para ahli serta beberapa literatur hasil penelitian terdahulu terkait peran dan partisipasi suami-istri dalam penguatan  ekonomi keluarga dan pengaruhnya terhadap pengembangan kesejahteraan keluarga. Analisis data kualitatif menggunakan beberapa indikator normatif yang memperlihatkan adanya hubungan saling mempengaruhi antara pekerjaan suami-istri sebagai pencari nafkah dengan pembinaan institusi keluarga (Iskandar, 2007). Sedangkan sumber dokumentasi ditelaah secara substantial analisis, penafsiran secara tematik terhadap  pandangan fuqaha dan para pakar. Paparan hasil dianalisis secara komparatif dan disampaikan dalam bentuk deskripsi komparatif analisis . 

Pembahasan
Kewenangan Domestik Keluarga: 

Jika kita perhatikan secara saksama, al-Qur`an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang kemudian secara kooperatif melalui ikatan pernikahan dinamakan suami-istri merupakan satu kesatuan  (nafs wahidah).  Menurut M. Quraish Shihab min nafs wahidah adalah dari jenis yang satu, artinya perempuan diciptakan dari jenis yang sama dengan laki-laki, yakni jenis manusia (M. Quraish Shihab, 1990: 299-300). Dalam perjalanan selanjutnya, perbedaan sering dimunculkan akibat kesalahan pemahaman menurut persepsi budaya   tanpa mempertimbangkan potensi masing-masing dari sudut kapasitas dan kapabilitas (Quraish Shihab, 2015).    

Allah SWT memberi beban tanggung jawab yang sesuai dan berimbang terhadap laki-laki dan wanita atas setiap pekerjaan yang dilakukan. Kaum laki-laki mengerjakan perkara-perkara yang khusus untuk diri mereka dan akan memperoleh ganjaran yang khusus pula dari pekerjaan tersebut, begitu juga halnya dengan wanita ia juga akan memperoleh ganjaran khusus dari hasil pekerjaannya. Pengkhususan pekerjaan rumah tangga yang tergolong ringan bagi kaum wanita adalah sesuai dengan fitrah kewanitaannya dan pekerjaan berat bagi kaum laki-laki, agar masing-masing menekuni pekerjaannya sendiri dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah (Q.S.an-Nisa`:32)(Kementerian Agama, 2007).

Berbicara tentang kedudukan suami-istri dalam rumah tangga, sangat erat kaitannya dengan justifikasi hak dan kewajiban serta peran masing-masing pihak yang diemban dalam keluarga. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1, Tahun 1974 dinyatakan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang dan sederajat, baik dalam keluarga maupun dalam pergaulan  di masyarakat (pasal 31 ayat 1), (Nurhadi, 2018).


Lebih tegas lagi dalam pasal 31 ayat 2 UUP dinyatakan bahwa suami istri mempunyai hak yang sama dalam melakukan perbuatan hukum. Ini memberi pengertian bahwa dalam pandangan hukum kedudukan istri adalah sama dengan kedudukan suami. Jadi seorang istri dapat saja melakukan suatu perbuatan hukum dan perbuatan itu dipandang sah(Michael, 2017).


Dalam Kompilasi Hukum Islam (Bab XII, Bagian Pertama, pasal 77) mengatur tentang hubungan suami istri dan memberikan penjelasan bahwa kewajiban suami istri seperti yang dijelaskan oleh Prof. Amir Syarifuddin, yaitu (Syarifuddin, 2014): 
1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

4. Suami istri wajib memelihara kehormatan.

5. Jika terjadi pertikaian suami istri, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama .
Dalam Bagian kedua tentang kedudukan suami istri (pasal 79) dijelaskan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat. Adapun bunyi pasal 79 tersebut adalah (Presiden Republik Indonesia, 1974):

a. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah kepala rumah tangga.

b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Ketentuan-ketentuan yang disebutkan di dalam UUP maupun KHI menurut Muhammad Daud Ali, lebih menitikberatkan pada pembagian tugas antara suami istri. Demikian juga dengan pandangan  Sayyid Sabiq (berdasarkan pemahaman al-Qur`an, surat al-Baqarah ayat 228) bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang (hak wanita sebanding dengan hak laki-laki) (Santoso, 2016). 
Islam meletakkan asas persamaan (fitrah) untuk mengatur tata kehidupan, laki-laki mampu bekerja dan berusaha di luar rumah, sementara wanita sebagai istri lebih dominan melakukan kegiatan domestik (urusan dalam rumah tangga), seperti mendidik anak, membuat suasana rumah tangga menyenangkan dengan penuh ketentraman. Oleh karena itu, kepada laki-laki diberi tugas yang sesuai dengan fitrahnya dan kepada wanita disesuaikan pula dengan fitrah kewanitaannya (Husaini & Husni, 2015). 

Muhammad Ali Albar melihat secara pesimis bahwa wanita yang bekerja disektor publik akan memengaruhi terhadap perkembangan keharmonisan rumah tangga dan pembinaan anak-anaknya. Dalam bukunya Amal al-Mar`ah fi al-Mizan, beliau menjelaskan tentang sejarah wanita yang mencari kesibukannya (pekerjaan) di luar rumah akan memberi dampak terhadap pembentukan masyarakat borjuis dan kapitalis serta sistem feodalisme. Untuk mendukung pendapat itu, beliau mengutip fatwa Syaihk Abdul Aziz bin Baz (Mufti Arab Saudi) tentang bahaya wanita terjun ke lapangan pekerjaan yang bertentangan dengan nas-nas syari`at yang telah memerintahkan wanita untuk tetap tinggal di rumahnya (Mahmudah, 2008).

Sedangkan Muhammad al-Ghazali dalam bukunya as-Sunnah an-Nabawiyah bayna Ahl al-Fiqh wa al-Hadits menjelaskan: “Saya tidak menyukai rumah yang kosong dari ibu-ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga adalah angin sejuk yang meniup kenyamanan dan kasih sayang keseluruh penjuru rumah. Ia sangat berpengaruh dalam membentuk manusia yang baik dan sehat lahir bathin. Oleh sebab itu segala sesuatu yang dapat mengalihkan wanita dari tugas ini haruslah dibahas dan dipertimbangkan secara teliti dan hati-hati” (Syam, 2014).

Dalam penjelasannya lebih lanjut, Muhammad al-Ghazali menyatakan bahwa ajaran agama yang benar pasti menolak tradisi bangsa-bangsa yang memenjarakan kaum wanita, mengekang kebebasan, menghambat hak dan kewajibannya. Seorang wanita boleh saja bekerja di dalam atau di luar rumah dan diperlukan adanya jaminan yang menjaga masa depan keluarga dan rumah tangganya. Bahkan ia menegaskan bahwa jika dalam suatu masyarakat terdapat seratus ribu dokter atau seratus ribu pengajar, maka tidak ada salahnya apabila setengah dari jumlah itu terdiri atas kaum wanita, yang penting dalam suatu masyarakat muslim ialah berlakunya norma-norma kesopanan yang diajarkan oleh syari`at. 

Dalam perkembangan waktu terjadinya generalisasi fungsi gender, dimana peranan wanita dalam masyarakat tidak dapat dipungkiri, banyak wanita sekarang ikut berperan dalam berbagai hal, dalam posisi tertentu, peran wanita lebih menentukan dari pada laki-laki. Lebih lanjut dikatakan sebagai berikut: “Wanita dituntut untuk aktif bekerja, mereka tidaklah untuk berpangku tangan atau tinggal terkurung di rumah sebagai makhluk Allah yang lemah yang harus dinafkahkan oleh laki-laki. Banyak sekali pekerjaan yang sesuai dilakukan oleh wanita, hanya saja wanita harus ingat bahwa kewanitaannya itu tetap melekat pada dirinya” (Ermawati, 2016).

Keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita merupakan wujud adanya jaminan untuk memperkuat asumsi bahwa wanita mempunyai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebani kepadanya, baik tugas-tugas domestik dalam rumah tangga maupun tugas-tugas publik dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 71 yang menggambarkan tentang posisi yang sama antara laki-laki dan wanita. Mereka sama-sama dibebankan tugas untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT., kewajiban mengajak kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar tidak hanya menjadi tugas laki-laki saja, tetapi merupakan tanggungjawab bersama. 

Wanita memiliki kesamaan dalam berbagai hak dengan kaum laki-laki, namun sebagai wanita ia memiliki kodrat dan berbagai keterbatasan  dibanding laki-laki. Menurut Yusuf Qardhawy, kaum wanita telah disiapkan Allah memiliki perasaan yang sensitif untuk mendukung tugas-tugas keibuannya. Ada jabatan-jabatan penting yang tidak diberikan kepada wanita oleh Allah seperti jabatan kenabian dan kerasulan. Akan tetapi, bukankah yang melahirkan para nabi dan rasul adalah kaum wanita? Begitu terhormatnya Maryam, Ibunda Nabi Isa as., sehingga disebutkan dalam al-Qur`an sebagai  wanita yang shalehah dan bertakwa. Demikian juga Aisyah   dan Masyitah, wanita pejuang dizaman Fira`un, serta Khadijah dan Aisyah di zaman Nabi Muhammad saw., adalah figur wanita-wanita mulia (Jufri & Jupri, 2019).

Dalam al-Qur`an Surat al-Rum ayat 21 menerangkan bahwa Allah SWT telah menciptakan wanita yang berasal dari jenis yang sama dengan pria sebagai pendamping atau teman hidupnya. Allah SWT juga menciptakan dan menumbuhkan rasa kasih dan sayang diantara kedua insan tersebut, yang kesemuanya itu pada dasarnya adalah bagian dari kekuasaan Allah SWT., terutama bagi hamba-hambaNya yang mau berpikir. Secara teologis, maksud ayat tersebut menyatakan bahwa  Allah SWT menciptakan wanita dari unsur  pria (wa khalaqa minha zaujaha) (Kementerian Agama, 2007). 
Kewajiban istri mendidik anak dan mengurus rumah tangga  lebih merupakan “kewajiban moral” ketimbang “ kewajiban legal formal”.  Terdapat keterangan hadits yang mengidentifikasikan bahwa seorang istri bertanggung jawab untuk mengelola urusan rumah, sebagaimana kandungan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang isinya menyatakan bahwa seseorang istri menjadi pemimpin (ra`iyah) di rumah suaminya dan bertanggungjawab atas kepemimpinan tersebut. Menurut Sa`id Abi Habi, pelayanan dalam bentuk memasak, mencuci, membersihkan  rumah serta pekerjaan rumahtangga lainnya tergolong perbuatan mubah.  Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai masalah kepemimpinan wanita  (Nurhadi, 2019).

Islam telah memberikan kedudukan yang terhormat bagi perempuan dengan cara  memberikan kesamaan hak dan kewajiban serta meningkatkan martabat wanita itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan Allah SWT yang telah diperuntukkan kepada kaum perempuan sama halnya dengan kaum laki-laki. Al-Qur`an surat an-Nahl ayat 97 menjelaskan bahwa kaum wanita tidak berbeda dengan kaum laki-laki dalam menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah SWT. (Kementerian Agama, 2007).
Islam memandang kedudukan wanita dan laki-laki sama, baik dalam posisi sosial, budaya, pendidikan, ekonomi maupun politik. Sebagai bagian dari elemen masyarakat, setiap individu (laki-laki dan wanita) mempunyai hak untuk meraih prestasi terbaik sebagai khaifatullah fi al-ardh yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. 

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi tatanan kehidupan masyarakat. Penataan keluarga sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam, harus disertai dengan upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga. Prof. Hamka pernah mengatakan bahwa sesudah berlangsungnya pernikahan, maka diperlukan waktu untuk menyesuaikan diri antara suami dan istri (Mahmud, 2016).
Untuk membina keluarga islami dari berbagai sektor, diperlukan pembinaan secara terus menerus, suami-istri adalah pihak yang mempunyai otoritas dalam rumah tangga perlu melakukan hal-hal: Pertama, memberikan peringatan (indhar) sejak dini, baik terhadap tindakan suami atau istri yang berpotensi akan membahayakan dan mengancam keutuhan rumah tangga. Kedua, melalui wiqayah atau memelihara hal-hal baik, melalui keteladanan dan nasihat yang baik. Ketiga, melalui amar atau saling mengingatkan untuk melaksanakan perintah agama, melaksanakan ibadah mahdhah seperti shalat, puasa dan zakat. 
Kebahagiaan hidup dalam keluarga merupakan cita-cita antara kedua belah pihak. Jika terjadi sebaliknya menandakan bahwa kedua pihak atau salah satunya pernah menimbulkan kecurigaan yang berakibat pada tidak saling percaya mempercayai, menimbulkan kebohongan dan akhirnya berakibat pada kehancuran rumah tangga. 
Islam telah menetapkan pembagian tugas yang berimbang  antara suami dan  istri, demikian menurut analisis  Prof. Zakiyah Daradjat. Jika suami berkedudukan sebagai kepala keluarga, maka istri berkedudukan sebagai kepala rumah tangga. Hal-hal yang perlu dipelihara untuk kelanggengan rumah tangga (Personaliti et al., 2018): 
a. Keharmonisan rumah tangga akan terwujud dengan saling membangun sifat-sifat penting yang akan memperkuat terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga, terutama dalam 3 hal:

a. Kebutuhan Biologis, sebagai penyaluran kebutuhan fisik yang meliputi makan, minum, hubungan seksual, penyediaan sarana dan prasarana.

b. Kebutuhan Psikologis, meliputi dasar kemampuan dalam mengembangkan rasa dan perasaan kasih sayang sebagai dasar aplikasi gejala-gejala hidup.

c. Kebutuhan terhadap rasa agama, yaitu kesadaran mengamalkan ajaran agama dengan sepenuh hati dalam segala aspek kehidupaan. 


Islam memberi penghormatan yang tinggi kepada kaum ibu yang mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan menjanjikan kemuliaan dan ketinggian derajat atas mereka. Motivasi keibuan lebih luas ruang lingkupnya, yakni meliputi kebutuhan biologis dan psikologis. Kaum ibu mempunyai pengaruh yang besar terhadap  kemajuan dan kemunduran suatu bangsa, dimana ia mengemban kewajiban yang  berat untuk mencapai tujan yang diinginkan, karenanya mereka harus dibekali  dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan.  
Kisah Lukman yang diungkapkan dalam al-Qur`an, surat Lukman, ayat 12-14, mengintruksikan kepada setiap orang tua (terutama ibu) agar mengajari anak-anaknya mengenal Allah dan substansi pendidikan tauhid secara menyeluruh. Untuk maksud tersebut, dalam rumah tangga harus ada  penanggungjawab utama  terhadap perkembangan jiwa dan mental anak. Islam melihat wanita sebagai ibu yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, bahkan tidak dimiliki oleh wanita-wanita selain ibu kandung (Kementerian Agama, 2007). 

Justifikasi Kewenangan Sektor Publik:

Apabila ada wanita karir yang berhasil tanpa harus mengorbankan perhatian terhadap keluarganya itu merupakan keistimewaan tersendiri. Namun, data menunjukkan adanya ketidak stabilan dalam kehidupan rumah tangga bagi wanita yang mengejar dan memengutamakan karir di luar rumah.  
Secara psikologis, pengaruh wanita yang bekerja untuk kepentingan anggota keluarganya sungguh sangat besar.      Kesibukan berkarir bagi sebagian orang tua akan mempengaruhi kesempatan berkumpul bersama keluarga dan ini juga akan mempengaruhi perkembangan  jiwa anak. Masalah mendasar yang sering timbul akibat kesibukan orang tua adalah menipisnya perhatian dan kasih sayang mereka, hambarnya hubungan antara suami-istri dan rasa kesepian setiap anggota keluarga yang kemudian diisi dengan aktivitas yang cenderung bersifat negatif (Sunuwati & Rahmawati, 2017).


Masalah yang dihadapi wanita karir beserta keluarga menjadi semakin kompleks, apabila sang anak menghadapi masalah, maka ia cenderung  berkomunikasi dengan ibunya, tapi tidak optimal terlaksana, karena kesibukan diluar rumah sehingga anak tidak tahu harus kemana mencari solusi atas masalah yang ia hadapi, sehingga. mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

Dalam Islam, kaum perempuan mendapatkan kebebasan bekerja selama mereka memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk  bekerja dalam bidang apa saja yang sesuai ketentuan syariat. Dimasa Nabi Muhammad SAW, kaum perempuan banyak terjun dalam berbagai bidang usaha, seperti Khadijah binti Khuwailid (istri nabi) yang dikenal sebagai komisaris perusahaan, Zainab binti Tahsy yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malhan yang menekuni bidang tata rias pengantin, istri Abdullah bin Mas`ud dan Qillat  Ummi bani Anmar dikenal sebagai wiraswasta yang sukses, al-Syifa yang berprofesi sebagai sekretaris dan pernah diberi tugas oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah (Hidayati, 2019).

Menurut Haya binti Mubarok, dampak negatif yang  akan terjadi akibat wanita melakukan aktivitas ekonomi di luar rumah,  diantaranya adalah (Bennett, 2005):
1. Menelantarkan putra-putrinya, mereka kurang mendapatkan kasih sayang perawatan dan pendidikan langsung dari seorang ibu.

2. Para wanita yang bekerja di luar rumah, pada umumnya berbaur dengan laki-laki, bahkan mereka terkadang berkhalwat dengannya. Tindakan seperti ini sudah tentu haram hukumnya dan dapat meruntuhkan nilai-nilai moral dan agama.

3. Para wanita yang bekerja diluar rumah pada umumnya melepas hijabnya, sering berpergian dengan memakai parfum atau make up yang dapat mengundang birahi kaum laki-laki.

4. Para wanita yang bekerja di luar rumah akan kehilangan sifat dan naluri kewanitaan, kehilangan kasih sayang terhadap anak-anaknya, disamping itu pula akan meruntuhkan tatanan sistem keluarga, tidak ada lagi keharmonisan dan tolong-menolong didalamnya.


Dalam hal ini Muhammad al-Ghazali  sependapat dengan Dr. Yusuf  Qardhawi, yaitu menolak orang-orang yang mengharamkan wanita beraktivitas di luar rumah. Prinsip kesetaraan jender dalam Islam didasarkan pada ketentuan yang telah dinyatakan dalam firman Allah SWT., diantaranya (Kementerian Agama, 2007):  

(1) Surat al-Hujarat, ayat 13  menjelaskan kedudukan pria dan wanita adalah sederajat. Adanya perbedaan antara pria dan wanita di bidang hukum bukan karena jenis kelamin dan etnis serta peran yang melekat pada masing-masing mereka. Perbedaan fungsional  antara pria dan wanita masih berada dalam ruang lingkup satu kesatuan yang kokoh. Kemulian seseorang dihadapan Allah sangat ditentukan oleh prestasi ibadah dan tingkat ketaqwaan seseorang.

(2) Surat al-Nahl, ayat 97 menjelaskan pandangan positif terhadap kedudukan dan keberadaan wanita yang memiliki kedudukan setara (egaliter) serta hak dan kewajiban yang sama denganpria dalam hal berbuat baik dan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. 

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa tidak ada diskriminasi antara pria dan wanita, tidak ada istilah the second sex seperti dalam tradisi Barat (Kristen) atau Yahudi. Sosok wanita muslim yang ideal digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan yang benar, sekalipun harus berhadapan dengan suami, seperti ditegaskan Allah SWT dalam surat al-Tahrim ayat 11: Wanita dianjurkan untuk saling bekerjasama dengan kaum pria dalam berbuat kebaikan dan menolak kemungkaran, termasuk memperbaiki ketimpangan sosial dalam masyarakat. 
Berbicara tentang ruang lingkup kesetaraan jender dalam rumah tangga  tidak terlepas dari tanggung jawab penyelesaian tugas-tugas dalam keluarga yang diperankan oleh suami dan istri, baik dilakukan secara bersama-sama atau perseorangan.  Tugas-tugas rumah tangga tidak hanya menyangkut urusan domestik semata, namun urusan publik juga akan mempengaruhi eksistensi rumah tangga. Hal ini dapat dirasakan oleh suami istri yang bekerja di sektor publik. Dalam kondisi seperti ini, sudah dapat dipastikan bahwa ada pengalihan tugas-tugas internal rumah tangga (domestik) yang biasanya dikerjakan oleh suami atau istri.

Perbedaan anatomi tubuh dan genetika antara laki-laki dan perempuan didramatisir dan dipolitisir terlalu jauh sehingga seolah-olah secara substansial perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Anggapan seperti ini diperkuat oleh mitos akibat kesalahan dalam memahami pernyataan normatif yang terkandung dalam kitab suci. Kalangan feminis dan marxis berkeyakinan bahwa perbedaan peran jender tersebut bukan karena kodrat atau faktor biologis (divine creation), tetapi karena faktor budaya (cultural construction).

Fenomena Ekonomi Era New Normal:  
Ambruknya ketahanan ekonomi nasional akibat pandemi ditandai oleh melemahnya indikator-indikator ekonomi baik secara makro maupun mikro. Secara makro, berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini berada pada level 2,97 persen (yoy). Ini merupakan pertumbuhan ekonomi terendah sejak krisis keuangan Asia. Sektor investasi hanya tumbuh sekitar 1,70 persen di kuartal pertama 2020 (Damuri & Hirawan, 2020). 

Persiapan ketahanan ekonomi dimasa  new normal ditandai dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Sektor Jasa dan Perdagangan (area public) dalam mendukung Keberlangsungan Usaha. Dalam edaran tersebut, diatur protokol  kesehatan bagi pengelola tempat kerja, pelaku usaha, serta pekerja. Dokumen tersebut menjadi acuan bagi sektor usaha saat kembali menjalankan bisnis dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. 

Pemerintah menargetkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tetap positif pada kuartal II dan kuartal III 2020 di ambang 2,3% - 2,5%. Penerapan new normal diharapkan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan beroperasinya sektor industri, perekonomian dapat bergeliat kembali dan memacu pertumbuhan ekonomi (Silalahi & Ginting, 2020).
Pada tataran mikro, sebagian besar perusahaan di Indonesia telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Sektor informal hingga saat ini telah melakukan PHK terhadap lebih dari 1,4 juta karyawannya. Sedangkan sektor informal merumahkan 314.833 pekerjanya. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja akan menambah pengangguran dan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia (Setiawan & Nurwati, 2020).
New normal  yang segera diberlakukan adalah keniscayaan bagi perekonomian. Proses normalisasi kehidupan membuka asa bagi pemulihan ekonomi di Indonesia. Roda-roda penggerak ekonomi baik rumah tangga, perusahaan formal maupun informal, investasi dan sektor keuangan kembali menemukan kesempatan ekonominya meskipun berlangsung dalam skala yang ringan. Setidaknya, new normal ini menjadi fondasi bagi penguatan ekonomi di masing-masing elemen.
Namun, normalisasi aktivitas ekonomi di masing-masing unsur penggerak ekonomi tersebut mendapat tantangan yang cukup serius. Bagi rumah tangga, terutama yang terdampak pemutusan kontrak kerja, normalisasi tidak serta merta memperoleh penawaran dari perusahaan. Di lain pihak, perusahaan baik formal maupun informal mesti bergerak dengan keuangan yang terbatas. Selain itu, mereka pasti dihadapkan pada persoalan rendahnya permintaan. Demikian pula investasi baik investasi riil maupun investasi di pasar uang masih diliputi keraguan.
Saat ini, yang diprioritaskan adalah kelembagaan ekonomi yang mampu memperkuat ekonomi domestik. Kelembagaan ekonomi merujuk kepada tata aturan, kesepakatan, dan tata kerja. Dalam kondisi new normal mesti terdapat pembaruan dalam tata aturan dan tata kerja setiap subjek ekonomi. Sehingga secara kelembagaan, yang harus dibenahi secara serius adalah sektor rumah tangga, perusahaan baik formal maupun informal, dan sektor keuangan. Praksis new normal bagi rumah tangga, terutama yang terkena dampak PHK adalah secara perlahan mengubah orientasi kerja, dari pekerja upahan menjadi perintis pekerjaan (Mesran.dkk, 2020).
Para pelaku ekonomi saat ini dituntut untuk dapat menciptakan iklim ekonomi yang baru. Arah perubahan aturan dan tata kerja setiap pelaku ekonomi mesti diperhitungkan dengan cermat untuk mengantisipasi risiko yang kemungkinan timbul. Kecermatan melihat peluang ekonomi ditopang oleh sistem kelembagaan ekonomi yang baik niscaya akan mempercepat proses pemulihan ekonomi, terutama yang berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi keluarga.  
Kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan warga ekonomi lemah, khususnya pekerja tidak tetap dan pekerja musiman, seperti para pedagang keliling (K5), buruh tani dan buruh nelayan  diwilayah kabupaten/kota yang berdampak dengan pandemic Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pendapatan tetap dan bervariasi. Hal ini disebabkan oleh kondisi pandemic yang telah memutus mata rantai sirkulasi perekonomian normal supply dan demand yang sebelumnya stabil.  
Memasuki era tatanan hidup baru (new normal), kelompok pekerja pada tataran ekonomi menengah kebawah mengalami ketidak stabilan, sehingga menuntut adanya ruang negosiasi suami istri untuk saling melengkapi dalam memenuhi kecukupan ekonomi keluarga. Diantara mereka sebagiannya terdiri dari para pekerja pemula dan ibu rumah tangga, baik pekerjaan tersebut dilakukan sebagai pekerjaan utama atau sebagai pekerjaan tambahan selain pekerjaan rumah tangga. Aktivitas ekonomi tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap penghasilan  keluarga (Setiawan & Nurwati, 2020).   
Dengan mengikuti protokuler kesehatan, kelompok pekerja  tersebut telah  memperlihat aktivitas bisnis kolaborasi suami istri yang solid. Mereka bekerja keras dan saling bekerja sama antara suami-istri untuk terus berupaya   meningkatkan sumber penghasilan keluarga. Dari sejumlah responden yang dimintai keterangan berdasarkan angket,  memberi jawaban yang sangat mendukung terhadap tanggungjawab yang berimbang terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga dimasa pandemic untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

 Berikut adalah beberapa analisis hasil isian angket secara kualitatif  dengan para pelaku ekonomi praktis (dari golongan kelompok ekonomi lemah) secara accidental sampling (Triyono, 2018), diwilayah Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe:

a. Banyak para suami yang belum mengetahui bahwa tanggung jawab rumah tangga (domestik) merupakan tanggungjawab bersama, seperti ketentuan yang telah digariskan dalam syari`at islam, sedangkan para istri sangat setuju jika tanggungjawab tersebut menjadi kewenangan bersama-sama.

b. Suami maupun istri sepakat bahwa  dalam urusan rumah tangga keterlibatan istri jauh lebih berpengaruh terhadap anggota keluarga, namun bukan dalam hal mencari nafkah dan ini merupakan pemahaman mereka terhadap tanggungjawab suami sebagai kepala keluarga.

c. Pada umumnya keluarga yang terlibat dalam ekonomi praktis dari golongan ekonomi lemah (seperti pedagang K5, buruh tani dan buruh nelayan) mengakui bahwa mereka belum layak dikatakan keluarga sejahtera yang memenuhi standar kebutuhan pokok minimum untuk menutupi kebutuhan keluarga mereka.

d. Dalam kondisi pandemic Covid-19 dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat, mereka (suami/kepala keluarga) mengalami penurunan pendapatan, sehingga menuntut keterlibatan istri untuk bekerja walaupun inisiatif sendiri untuk membantu menambah penghasilan rumah tangga sebagai pekerjaan sampingan, diantaranya ada yang berjualan, pembantu rumah tangga, pemetik touge dan pemulung dengan pendapatan tambahan rata-rata Rp 750.000,- per bulan.

e. Dalam kondisi penghasilan suami tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan keluarga dimasa pandemic, maka pihak suami berinisiatif untuk berhutang pada pihak-pihak tertentu, cara demikian adalah berisiko tinggi dan kemungkinan akan menimbulkan efek disharmoni dalam rumah tangga. Mensikapi kondisi demikian, umumnya suami  meminta perhatian istri  untuk mengembangkan usaha home industry guna menambah pengahasilan mereka.

f. Pihak istri sangat setuju dan mengakui bahwa ketentuan syariat islam tidak melarang istri mencari nafkah untuk melengkapi kebutuhan domestik keluarga. Kondisi ini sesuai dengan anjuran Islam bahwa  pekerjaan mencari nafkah bagi istri bukanlah pekerjaan sampingan jika dalam kondisi  penghasilan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga.

g. Baik suami atau istri kelompok masyarakat ekonomi lemah setuju bahwa pekerjaan yang dilakukan para istri  untuk menambah kebutuhan dasar keluarga tergolong kedalam tanggungjawab  domestik, dan motivasi istri bekerja dominan dikarenakan pendapatan suami tidak mencukupi. 

h. Pada umumnya pertumbuhan perekonomian keluarga masyarakat ekonomi lemah sangat dipengaruhi oleh pendapatan bersama antara suami dan istri yang diperoleh tidak hanya dari hasil pekerjaan utama semata, akan tetapi dari sumber-sumber pengasilan lainnya dan semakin banyak sumber ekonomi yang dikelola oleh keluarga, maka semakin cepat pertumbuhan ekonomi keluarga tersebut.

i. Persepsi suami terhadap keterlibatan sang istri dalam upaya meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga sangat objektif, karena bisa mempengaruhi penyelesaian tugas-tugas pokok dalam rumah tangga, sedangkan istri sendiri merasa bangga karena dapat bekerja untuk menutupi kebutuhan dasar keluarga dan mampu membuat perencanaan pembiayaan  peningkatan kesejahteraan. (Febi & Budiman, 2017).

Kewenangan dan tanggung jawab suami terhadap isteri tidak hanya dalam masalah pembinaan mental/spritual, tetapi juga masalah ekonomi. Suami wajib memberi makan istrinya apa yang ia makan, memberinya pakaian dan tempat tinggal (sandang, pangan dan papan). Terkait masalah ekonomi keluarga ini terdapat anjuran yang sangat persuasif, yaitu disandarkan pada kemampuan suami. Demikian pula sebaliknya istri tidak menuntut kepada suaminya dengan apa yang ia sendiri tidak atau belum mampu memberinya. Keduanya harus saling menghargai dan menghormati dengan apa yang dimilikinya serta berdasarkan kapasitas masing-masing. 

Sebagai manusia tidak terlepas dari kekurangan, keterbatasan dan kelemahan, maka untuk menutupi kelemahan-kelemahan tersebut, manusia membutuhkan kerjasama yang baik di antara mereka. Kerjasama yang paling baik dalam rumah tangga adalah menaruh perasaan saling menghargai, saling menerima, dan saling mencukupkan satu sama lain. Kerjasama ini akan semakin indah jika dilakukan dengan penuh keikhlasan lillahi ta’ala. Namun demikian tidaklah berdosa jika isteri dengan sukarela mau membantu sebagian pekerjaan di rumah atau di luar rumah, yang pantas ia lakukan dengan izin suami. Islam membolehkan seorang isteri membantu suaminya dalam urusan perbaikan ekonomi keluarga bagi yang mau dan mampu, serta tidak menggangu kewajiban pokoknya sebagai isteri. 

Isteri boleh saja berdikari untuk membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga jika tidak memberatkannya dan tidak dalam sedang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri. Ada dua hal penting yang harus di ingat,  pekerjaan tersebut mampu dikerjakannya dan tidak merendahkan harkat dan martabat kewanitaannya. Prinsip ini didasarkan pada ketentuan yang telah dinyatakan dalam al-Qur`an, diantaranya al-Qur``an surat al-Hujurat ayat 13 dan  al-Qur`an surat al-Nahl ayat 97, menjelaskan pandangan yang positif terhadap kedudukan dan keberadaan wanita yang memiliki kedudukan setara (egaliter) serta hak dan kewajiban yang sama dengan kaum lelaki dalam hal berbuat baik dan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. (Kementerian Agama, 2007).
Perhatian  dan konsepsi kesetaraan jender dalam Islam telah digambarkan oleh al-Qur`an pada beberapa surat al-Baqarah, al-Maidah, an-Nur, al-Ahzab, al-Talaq dan an-Nisa`. Dari berbagai penjelasan ayat-ayat tersebut pada prinsipnya ajaran Islam menjamin kebebasan hak-hak wanita untuk berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan yang didasarkan atas kesetaraan jender dalam masalah hak dan kewajiban, peran dan tanggung jawab, pahala dan azab.

Berbicara tentang ruang lingkup jender dalam rumah tangga  tidak terlepas dari tanggung jawab penyelesaian tugas-tugas dalam keluarga yang diperankan oleh suami dan istri, baik dilakukan secara bersama-sama atau perseorangan.  Tugas-tugas rumah tangga tidak hanya menyangkut urusan domestik semata, namun urusan publik juga akan mempengaruhi eksistensi rumah tangga. Hal ini dapat dirasakan oleh suami istri yang bekerja di sektor publik. Dalam kondisi seperti ini, sudah dapat dipastikan bahwa ada pengalihan tugas-tugas internal rumah tangga (domestik) yang biasanya dikerjakan oleh suami atau istri.

Suatu realitas sosial yang sedang kita alami bahwa dengan terjadinya perubahan sosial, memberi kesempatan yang terbuka luas bagi kaum wanita untuk berkarya disamping sebagai istri dan ibu rumah tangga. Ini berarti ada wanita memilih untuk menjadikan kehidupan rumah tangga sebagai yang lebih utama, tetapi ada pula wanita yang memilih selain membina keluarganya (domestik) juga aktif berkarya dalam berbagai dunia usha (sektor publik). Alternatif yang kini dapat dipilih oleh setiap orang (suami atau istri) tanpa harus dibatasi oleh pandangan tradisional yang membuat dikotomi antara laki-laki dan wanita.

Hal lain yang paling  menonjol selama ini adalah meningkatnya pekerja wanita secara drastis. Sebagian besar karyawan bergerak di bidang usaha swasta atau pemerintah telah diambil alih oleh wanita. Demikian pula karyawan administrasi telah didominasi oleh kaum wanita. Bahkan sekolah khusus untuk wanita juga merupakan peluang besar bagi wanita untuk berkiprah sebagaimana layaknya kaum lelaki. Dalam hal ini, Islam merekomendasikan persamaan hak dan kewenangan sejauh tidak menyalahi ketentuan fitrah (kodrat).

Penutup
Kesimpulan:

Dari penjelasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 
1) Keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita merupakan wujud adanya jaminan untuk memperkuat asumsi bahwa wanita mempunyai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebani kepadanya, baik tugas-tugas domestik dalam rumah tangga maupun tugas-tugas publik dalam masyarakat. 
2) Menurut legal formal yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1, Tahun 1974, kedudukan suami isteri adalah seimbang dan sederajat, baik dalam keluarga maupun dalam pergaulan di masyarakat.  Suami-istri mempunyai hak yang sama dalam melakukan perbuatan hukum dan perbuatan itu dipandang sah. 
3) Islam tidak melarang kaum wanita berkarir dengan syarat wanita tersebut tidak meninggalkan peran/tugas/fungsi sebagai istri dan ibu rumah tangga. Kebebasan bekerja dibolehkan selama mereka memenuhi syarat yang dihalalkan dalam Islam.  
4) Kondisi pandemic Covid-19  telah mempengaruhi perekonomian dan sosial kemasyarakatan warga ekonomi lemah, khususnya pekerja tidak tetap dan pekerja musiman, seperti para pedagang keliling (K5), buruh tani dan buruh nelayan  diwilayah kabupaten/kota yang berdampak. Hal ini disebabkan sirkulasi aktivitas pasar (supply dan demand)  yang sebelumnya stabil.  

5) Mensikapi tatanan hidup baru (new normal), kelompok pekerja golongan ekonomi lemah mengalami dampak yang serius, sehingga menuntut adanya ruang negosiasi suami istri untuk saling melengkapi dalam memenuhi kecukupan ekonomi keluarga. Diantara mereka sebagiannya terdiri dari para pekerja pemula dan ibu rumah tangga, baik pekerjaan tersebut dilakukan sebagai pekerjaan utama atau sebagai pekerjaan tambahan selain pekerjaan rumah tangga. Kolaborasi suami istri dalam bekerja dimasa pandemic memberi pengaruh yang signifikan terhadap penghasilan  untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Saran-saran:   

Untuk membangun ketahanan keluarga di masa pandemic Covid-19, hasil kajian ini menyarankan kepada  masing-masing pihak untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:  
1) Keharmonisan rumah tangga akan terwujud dengan saling membangun sifat-sifat penting, diantaranya masing-masing pihak (suami-istri) memilih pekerjaan yang tidak menyalahi fitrah (kodrat).

2) Saling melengkapi dalam hal memenuhi kebutuhan biologis, sebagai penyaluran kebutuhan fisik yang meliputi makan, minum, hubungan seksual, penyediaan sarana dan prasarana. 
3) Memenuhi kebutuhan psikologis, meliputi dasar kemampuan dalam mengembangkan rasa dan perasaan kasih sayang dan kebutuhan terhadap pemahaman rasa agama, yaitu kesadaran mengamalkan ajaran agama dengan sepenuh hati dalam segala aspek kehidupaan. 
4) Menata konsep hidup baru (new normal), mencari solusi untuk keluar dari pandemic Covid-19 serta membuka ruang ruang negosiasi suami istri untuk saling melengkapi dalam memenuhi kecukupan ekonomi keluarga dan mampu memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan penghasilan  untuk memenuhi kebutuhan domestic dimasa pandemic. 
Rekomendasi:

Mensikapi perkembangan ekonomi domestic keluarga dimasa pandemic Covid-19 ini, tidak dapat dinafikan bahwa problematika ekonomi yang berefek terhadap keharmonisan rumah tangga harus disikapi dengan bijak. Penyelesaian problem ekonomi keluarga dimasa new normal dapat dilakukan dengan  adanya kerjasama dalam bentuk pembagian tugas dan tanggung jawab yang berimbang  sesuai dengan fitrah dan kodrat Ilahi. Islam telah mengajarkan umatnya bahwa tidak ada perbedaan suami-istri dalam hal meningkatkan prestasi penguatan institusi keluarga sebagai wujud dari rumahku adalah syurgaku (baitiy jannatiy).   
Daftar Rujukan:
Akhmetova, E. (2016). Women in Islamic Civilisation : Their Rights and Contributions. Islam and Civilisational Renewal. https://doi.org/10.12816/0035218

Banjarani, D. R., & Andreas, R. (2019). Perlindungan dan Akses Hak Pekerja Wanita di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO. Jurnal HAM. https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.115-126

Bennett, L. R. (2005). Women, Islam and Modernity. In Women, Islam and Modernity. https://doi.org/10.4324/9780203391389

Damuri, Y. R., & Hirawan, F. B. (2020). Mengukur Dampak COVID-19 pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia 2020. CSIS Commentaries DMRU-015.

Ermawati, S. (2016). Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Perspektif Islam). Jurnal Edutama. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30734/jpe.v2i2.24

Febi, F., & Budiman, I. (2017). PEMBANGUNAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM (STUDI ANALISIS KELUARGA NELAyAN KOTA LHOKSEUMAwE). JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM. https://doi.org/10.32505/jebis.v1i1.74

Hidayati, N. (2019). TEORI FEMINISME: SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN RELEVANSINYA DENGAN KAJIAN KEISLAMAN KONTEMPORER. Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender. https://doi.org/10.15408/harkat.v15i1.10403

Husaini, A., & Husni, R. (2015). PROBLEMATIKA TAFSIR FEMINIS: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i2.264

Iskandar, A. (2007). Analisis Praktik Manajemen Sumberdaya Keluarga dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten da Kota Bogor. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.5924

Jufri, M., & Jupri, R. (2019). Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier: Studi Komparatif antara Kitab ‘Uqudullujain dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi. Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam. https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i1.130

KBBI Online. (2020). Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud.

Kementerian Agama, R. (2007). Al-Qur’an Terjemahan. In Al-Qur’an Terjemahan.

Khuseini, A. (2017). Institusi Keluarga Perspektif Feminisme : Sebuah Telaah Kritis. Tsaqafah Jurnal Peradapaban Islam.

Mahmud, M. (2016). KESHALEHAN IBU MENGANTARKAN KESUKSESAN PENDIDIKAN ANAK. ITTIHAD. https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.870

Mahmudah, S. (2008). PERAN WANITA KARIER DALAM MENCIPTAKAN KELUARGA SAKINAH. Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam. https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.351

Mesran.dkk. (2020). Pengembangan UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Masa Covid-19 dan New Normal. In Merdeka Kreatif di Era Pandemi Covid-19.

Michael, T. (2017). ALIENASI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195

Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. UIR Law Review. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841

Nurhadi, N. (2019). PENDIDIKAN KELUARGA PERSPEKTIF HADIS NABI MUHAMMAD SAW. INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan. https://doi.org/10.24090/insania.v24i1.2696

Personaliti, H. A., Kualiti Perkahwinan, D., Dewi1, E. M. P., Basti, B., Md Salleh, N., Ahmad Hariri Mohd Saad, Raihanah Azahari, Remaja, K., Kes, K., Murni, W., Wan, B., Fakhri, A., Omar, B., Chua Ju Meng, Dewan Rakyat Malaysia, Mesyuarat, P., Dewan Rakyat, P., LPPKN, Bilangan, P. P., … Fanani, A. (2018). Peranan Wanita Dalam Institusi Kekeluargaan: Perbincangan Dari Perspektif Islam. Journal of Social Sciences and Humanities.

Presiden Republik Indonesia. (1974). UU No.1 Thn 1974 - Perkawinan. Presiden Republik Indonesia.

Quraish Shihab. (2015). Wawasan Al-Qur’an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat. Pesan Al-Qur’an Dalam Ayat-Ayat Tentang Makanan.

Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374

Santoso. (2016). Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat. Yudisia.

Setiawan, S. N., & Nurwati, N. (2020). Dampak COVID-19 terhadap Tenaga Kerja di Indonesia. Setiawan, Syeikha Nabilla Nurwati, Nunung.

Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah).

Sina, P. G. (2020). EKONOMI RUMAH TANGGA DI ERA PANDEMI COVID-19. Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs), 12(2), 239–254. https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2697

Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sunuwati, H., & Rahmawati, R. (2017). Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern). An Nisa’a: Jurnal Kajian Gender Dan Anak.

Syam, M. (2014). Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Terhadap Sunnah Nabi (Studi Kritis atas Pemikiran Syaikh Muhammad Al-Gazali). Al-Hikmah Journal for Religious Studies.

Syarifuddin, A. (2014). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Asy-Syir’ah.

Triyono. (2018). Teknik Sampling Dalam Penelitian Sosial. Lokakarya Penelitian Sosial Fakultas Adab IAIN Suka Yogyakarta. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19674.24003



PAGE  
1

